SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu meneiapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Lainnya ;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
LAINNYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

j ; Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 1.

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan_ D!E’RD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud ~dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_ Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Bupati adalah Bupati Kediri. B
. Per?mgka{ Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
o T 1 Yo o ot Aan Keal ahai.
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan cat Kelurahan

. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten.

_ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

i dan mengurus
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
kepentingan masyarakat setempat, berdgsarkan_ asal-usul. dan
adat istiadat setempat yang diakui dan 'dlhormatl.dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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10.

il.

12.

13.

14.

15.

16.

K7

. Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan

emerintahan  oleh  Pcmerintah Desa dan  Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala
Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis
Lapangan dan Kepala Dusun.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri
oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna,
Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda,
dan pemuka masyarakat lainnya.
Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang
dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh
agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat
lainnya di Dusun.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnya disebut

Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan
Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
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Al 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingka (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap
f APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Degy tahap kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan
. yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Deésa dap Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan,

Pasal 4
(1) Kepala Desa mengadakan rapat Desa untuk membentuk Panitia
Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa

! :; pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, r
AN pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelengg Lainnya. , _
? pemerintahan Desa. < (2) Dalam Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
' ; 21. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa mengundang Ketua RT, Keta RW, Ketua
i proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Lembaga Pemberdayaan Ma_syara}kat Desa, Ketua PKK, Ke?ua
i Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita,
' dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bokohypemudia; dan Pchka m.asyaraka.t lainnya ;
(3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
' i BAB I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita
s Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.
- PENGANGKATAN JABATAN '
’ PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 5
1B . (1) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa
I Bagian Pertama Lainnya terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan
| 5’ Tahap Persiapan tokoh masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai
1t berikut :
1B Pasal 2 a. ketua merangkap anggota ;
E (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan b. wakil ketua merangkap anggota ;
pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa c. sekretaris merangkap anggota ;
i memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30 d. bendahara merangkap anggota ;
i e. seksi-seksi antara lain terdiri dari :

(tigapuluh) hari sebelum pelaksanaannya.
(2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud padd ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.

1) Seksi pendaftaran bakal calon;
2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

T e m

Pasal 3 . .
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam ditambah sesuai dengan kebutuhzn.
proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Pasal 6
Lainnya berkewajiban : X o . (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
a. mengare.lhkan dan membenka.n bn.nbmg.an teknis ; -1 a. menyusun jadwal kegiatan proses pencalonan dan
b. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan. 1 pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya ;
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b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan ;
menerima pendaftaran;
d. melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar
berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan
yjian penyaringan tertulis ;
menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;
. melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;
. mengumumkan hasil ujian tertulis ;
membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap
ahapan proses pelaksanaan tugasnya ;
j. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa.
(2) Pengummuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
dilaksanakan pada saat itu juga.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Desa dengan tembusan BPD.

o

a

e

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Pasal 7
(1) Penjaringan calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan
melalui :
a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
1) kantor Kepala Desa ;
2) tempat-tempat lain yang. strategis dan mudah dilihat
oleh warga masyarakat desa.
b. rapat desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
(2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penjaringan dapat dilaksanakan melalui :
a. siaran keliling ;
b. pemasangan spanduk ;
c. penyebaran pamflet ; dan/atau
d. media cetak dan elektronik.
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5 ; ] Pasal §

x LF;}{;&I‘I;’?&E&I] Lb:zi-:;f Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan melalui-

- penelitian berkas permohonan sesuaj an administraci
ying: diteotuian persyaratan administrasi

b. ujian penyari : .
hﬂe rIaklf. yaringan dengan mekanisme sesuai ketentuan

yang
(1) Permoh iy o
rmononan pencalonan Perangkat Desa Lainnva dituli
L \ itul
g:ngan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik ;Lilalrf
nar dan menggunakan huruf latin serta bermatera yang
I:csarnya sesuai ketentuan yang berlaky :
(2) ;(ermohonan sebagai:pana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada
epala Desg melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan
yang telah ditentukan. %

{3) Permohonan sebagaimana dimak ) .
berkas persyaratan imaksud pada ayat (2) dilampiri

4. surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang M
dibuat oleh yang bersangkutan : g Maha Esa,

surat pernyataan setia dan taat kepada P .
UUD 1945, dibuat oleh yang bersangkutan ;- 02"

¢. foto copy ijazah dilegalisir oleh pe;
pejabat yang berwenang ;
d. surat keterangan sehat jasmani AR g
ami d
Dokter Pemerintah ; ! I dan rohani dibuat oleh

€. surat keterangan berk ik di }
erenans g erkelakuan baik dibuat oleh pejabat yang
f. surat pernyataan bersedia di jadi
: calonkan menjadi
Perangkat Desa Lainnya dibuat oleh yang bersangkutan :

8. surat keterangan terdaftar sebagaj
] gal penduduk desa
. _ yang
Cz;sr;la;g;kutan dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh
h. surat keterangan men iti i
1 iengenai tidak pernah dihukum kare
melakukan rtmdak pidana kejahatan dengan hukuman palixrllg
singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Setempat ;

i.- surat keterangan mengenai tidak dicabut hak pili i
ilihnya s
dengan keputusim Pengadilan yang mempuiyai iekatii
hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat ;
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Pasai 10

(1) Pembuktian seseorang telah berusia 20 (duapuluh) tahun
dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan kenal lahir,
jjasah dan bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat
berakhirnya pendaftaran calon.

2) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang dipakai
sebagai pedoman adalah akte otentik mengenai keiahiran.

(3) Ketentuan persyaratan usia dan tempat tinggal bagi Calon
Perangkat Desa Lainnya diperhitungkan pada saat berakhirnya
pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya.

umur

Pasal 11
{1) Berdasarkan permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Panitia mengadakan penelitian persyaratan
administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan
dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemochon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia
B sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Pasal 12
Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan
dapat dilaksanakan di Kantor atau Balai Desa setempat atau di

Kantor Kecamatan.
Pasal 13

':| (1) Ujian penyaringan meliputi :
a. ujian penyaringan tertulis ;
b. wawancara.
(2) Materi vjian penyaringan tertulis meliputi :
a. pengetahuan agama ;
b. pancasila dan undang-undang dasar 1945 ;
¢. pengetahuan umum ;
d. bahasa indonesia ;
e. matematika.

e T
LMt m s -

(3) Materi ujian i i
. ljian penyaringan seh 1
. el g agaimana dimaksud pada ayat (2),
Ujian penyarin '
| gan sebagaimana dimaksud
ada
dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Pilr)npinar?l/;;’D(l)

. Pasal 14
p .
inssnrtaa ujian penyaringan tertulis adalah Calop Perangkat D
Ya yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administraziS :

Ujian tertulis Calon Perangkzi)tals:j)ao;sa1 5L i ‘

ketentuan sebagai berikut - imya dileksanakan dengan

" Gl e e wi g s

S e e
yang dibuat oleh Pas?tril;l;(an feriebih dafuta dibacakag S

¢ peserta yang tidak dapat hadir T
apapun, dinyatakan gugur, mengikuti ujian dengan alasan

. Pasal 16

1) H aan uji i

() 5 ::iltla p:lgksan upfm penyaringan tertulis dituangkan dalam
.4 Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

(2) Calon yang dj
& dinyatakan lulus dari hasi] yui; '
1 ¥ ‘. : ian
Enuhs bci?;?galxnanu dimaksud pada ayat ( l)Jdiumpengar]ngan
& Bcl}la Panitia pada saat itu juga, ke oteh
diz;:?pi-:]:{?lra sel:;;?gaiTana dimaksud pada a}at (1) harus sudah
n paling lam ' 1ti
e g a 1 (satu) hari oleh Panitia kepada
: Pasal 17
1 ;
(I) Calon yang dinyatakan lulus Ujian penyaringan tertulis adalah

calon yang mem o ;
puluh). peroleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam

5 .
(2) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berhak mengikuti waw
: anc 7
Diss di ding] oleh Oa ara yang dilakukan oleh Kepala
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* (3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah
60 (enam puluh) tidak ada, maka Panitia membuka kembali
pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa
Lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya,
dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Hasil pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan
Perangkat Desa Lainnya tidak dapat dibatalkan kecuali' setelah
terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan wawancara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian
Penyaringan Tertulis oleh Kepala Desa.

(2) Pemberitahuan pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada peserta secara tertulis paling lambat 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan wawancara.

(3) Peserta yang tidak dapat hadir mengikuti wawancara dengan
alasan apapun dinyatakan gugur.

Pasal 20
(1) Pelaksanaan wawancara bagi peserta yang lulus ujian
penyaringan tertulis dilakukan oleh Kepala Desa didampingi
oleh Camat.
(2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Desa ;
b. pengabdiannya di Desa ;
c. kepemimpinan / pengaruh ;
"d. tingkat pendidikan.

1) e Pasal 21
meﬁ? anpeza mengangkat Perangkat Desa Lainnya deng
pertimbangkan hasil uijj in; i N
mempertim 1l Wian penyaringan tertulis dan hasil
2) Pe ’
(2) :(Iilgangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimak
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa e

Kepala Dess & Pasal 22

esa berkewajiban men i

: yampaik i

hasil pelaksanaan kegiatan dalam SI::ti  rosts pe
pengangkatan jabatan Peran
Daerah melalui Camat.

ap proses pencalonan dan
gkat Desa Lainnya kepada Kepala

BAB III
BIAYA PROSES PENCALONAN
DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LAINN YA

Pasal 23

Perangkat Desa Lainnya dj
- ya ditetapk
sama BPD atas usul Panitia. pxan oleh Kepala Desa bersama-

(2) Biaya sebagaimana dim { b
Anggaran Pendapatan d::l;s};:lgre:jiag)el:;(l), R
1 RBi ) i
3) f;?lifla(l: sebagaimana dimaksud pada
a. biaya administrasi ;
b. b.iaya penjaringan dan penyaringan ;
¢. biaya pengadaan kelengkapan pelak’sanaan R
d. hf)norarium Panitia dan petugas ; ,
e b.laya rapat-rapat dan konsumsi .
f. biaya petugas ; ’
8- biaya konsultasi dan lain-lajn.

g

ayat (2) dipergunakan




BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

(1) Perangkat Desa Lainnya berhenti :

a. dengan hormat, karena:

1) meninggal dunia ;

2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.

3) berakhir masa jabatannya.

b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :

1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan ;

2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa
Lainnya ;

3) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

4) tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya ;

5) menjadi pengurus partai politik ;

6) merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota
BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa

bersangkutan ;

7) merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;

8) terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan
Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan

Kepala Desa ;

§) merugikan
sekelompok masyarakat,
warga atau golongan masyarakat lain ;

10) menyalahgunakan wewenang ;

11) terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.

c. tidak dengan hormat, karena terbukti :

1) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya ;

kepentingan umum, meresahkan
dan mendiskriminasikan

2 lakukan ¢ ;
) g';agska_ré tindak pidana kejahatan yang diancam
- (;gasar;();n anakpcnjam paling singkat 5 (lima) tahun
eputusan P i A
@) Ppe ;neml];:mleh kekuatan hukum f::ti;dﬂan da telah_
rangkat sa [,3jnn}ra 3 L
i s yang tidak dapat i
:t?;(aiﬂ;?n:}fa sebagaimana dimaksud pada gvar ?ﬁnﬁ:r{{ ELH
perundan,g ) l»;';]g} dan “E'} d?‘ngan baik sesuai dj.exlgan p-eratura[;
cleh Koot D::aga:in c:glbﬁﬂkan peringatan tertulis I, II dan I
. an te : :
6 g{ia puluh) hari dengan wmbﬁinantP\[gakm masing-masing 30
ikecualikan dari Ketentuan 1
i _ pemberian peringatan t i
ehageimana dimaksud poda ayat (2, bag Perangkat Dosa
angan i
4 trut _selama Fisiing hﬁla“.tetap karena sakit secara berturut-
(4) Spal;z]a Kepala Des_a tidak memberikan peringatan tertulis |
oo I sebagaimana_dimaksud pada ayat (2), maks
Pcringatanant l;tasi].] pemeriksaan, Camat dapat mem}beﬁka:
Feeios eriulis I, II, dan III kepada Perangkat D
(5) Avabire gpn tembusan Kepala Desa dan BPD -
bezsz Ij;ndi!a?? tenggang waktu 14 (empat belazls) hari sejak
=5 tida}]:: enggang V:’ﬂklu peringatan tertulis [II. Ke J;ﬂa
Camat mcmm?n::h&;gznukan ke D Laim):a ml?akd
erin K : .
“ Peraqgkat s e iy epala Desa untuk memberhentikan
ix;:;:;‘t]zala Kf:grala Desa tidak memberhentikan Perangkat D
pihak}rj: se ::ig_ammna dimaksud pada ayat (5), maka pih;ia
Yang dirugikan termasuk P intah D ’
mengajukan gugatan melalyj jalur hu:t?lrs,m“dh SRR el

Pasal 25

1 - -

(1) li:;r:nf'ks':t Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, h
D agn ngll at; pter?c;mnan cuti kepada Kepala Desa scjafc yzrr?s

‘ utan terdaftar sebagai Bakal (: :

B cara : gal Bakal Calon Kepala D
be[as;t:},trr%ilm;na dimakspd pada ayat (1), paliig launzS ?2 (dua
oo i der ltung qzuim_ pelaksanaan pengundian nomor urut

an berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suarg
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BAB Vili
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
K abupaten Kediri.

diundangkan.

Ditetapkan ~ di Kediri

padatanggal 16 - 5 - 2008

BUPATI KEDIRI,
TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kedir
pada tanggal 16 - 5 - 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEDIR],

TID
DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya
AN SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

TTD.

BAIDOWI
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